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Corruption constitutes an extraordinary crime that has serious implications 
for both national and regional development, as it causes substantial 
financial losses to the State and hinders public welfare. One of the most 
prevalent forms of corruption is the abuse of authority by public officials for 
the purpose of enriching themselves, other individuals, or corporations. 
This study aims to examine the criminal liability of perpetrators involved in 
the corruption of Regional Government Property in the form of the Toro 
Lema land assets located in Labuan Bajo Village, Komodo District, West 
Manggarai Regency, as adjudicated in Decision Number 25/Pid.Sus-
TPK/2021/PT Kpg. The research employs a normative juridical method 
using statutory and case approaches through an analysis of relevant 
legislation and judicial decisions. The findings indicate that the defendant’s 
conduct fulfilled the constituent elements of corruption as stipulated in 
Article 2(1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning the 
Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001. 
The court correctly applied the relevant legal provisions by taking into 
account the abuse of official authority that resulted in substantial financial 
losses to the State, thereby ensuring legal certainty while reinforcing 
Indonesia’s commitment to combating corruption. 
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Abstrak 
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki implikasi serius bagi pembangunan nasional 
dan regional, karena menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara dan menghambat 
kesejahteraan umum. Salah satu bentuk korupsi yang paling umum adalah penyalahgunaan 
wewenang oleh pejabat publik untuk tujuan memperkaya diri sendiri, individu lain, atau korporasi. 
Studi ini bertujuan untuk meneliti tanggung jawab pidana pelaku yang terlibat dalam korupsi Aset 
Pemerintah Daerah berupa lahan Toro Lema yang terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan 
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana diputuskan dalam Keputusan Nomor 
25/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 
pendekatan hukum dan kasus melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan 
pengadilan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa perilaku terdakwa telah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengadilan telah menerapkan ketentuan hukum yang 
relevan dengan tepat dengan mempertimbangkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan 
kerugian finansial yang besar bagi negara, sehingga memastikan kepastian hukum sekaligus 
memperkuat komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi. 
 
Kata Kunci: Tanggung jawab pidana; Korupsi; Penyalahgunaan wewenang; Harta milik pemerintah 
daerah; Putusan pengadilan. 
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I. PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara hukum yang ditegaskan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban mewujudkan 
penyelenggaraan pemerintahan dengan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, 
dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Amanat konstitusi yang termuat dalam alinea 
keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menegaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Indonesia, 1945). Pencapaian tujuan tersebut 
sangat bergantung pada terselenggaranya pemerintahan yang bersih (good governance), 
transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Akan tetapi, dalam praktiknya, tindak pidana 
korupsi masih menjadi persoalan fundamental yang menghambat pembangunan nasional 
maupun daerah karena mengakibatkan kerugian keuangan negara, menurunkan kualitas 
pelayanan publik, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi 
pemerintahan (Atmasasmita, 2018). 

Korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (ordinary crime), melainkan 
telah dikualifikasikan sebagai extraordinary crime karena memiliki dampak multidimensional 
terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Hamzah, 2021). Kejahatan ini tidak hanya 
merugikan aspek ekonomi negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, melemahkan 
supremasi hukum, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam 
konteks pemerintahan daerah, praktik korupsi sering kali dilakukan melalui penyalahgunaan 
kewenangan dalam pengelolaan aset daerah, pengadaan barang dan jasa, maupun 
pengelolaan keuangan daerah. Penyalahgunaan tersebut menunjukkan adanya 
penyimpangan terhadap prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Indonesia, 2014). 

Salah satu bentuk korupsi yang memiliki dampak strategis ialah penyalahgunaan 
Barang Milik Daerah (BMD), khususnya aset berupa tanah. Tanah merupakan aset daerah 
yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sekaligus berfungsi sebagai sumber pendapatan dan 
penunjang pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap bentuk pengalihan atau 
pemanfaatan aset daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Apabila kewenangan tersebut disalahgunakan oleh pejabat publik 
untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, maka perbuatan tersebut tidak 
hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mencederai prinsip 
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (R.I., 1999). 

Permasalahan tersebut tercermin dalam perkara pengalihan aset tanah Toro Lema 
yang berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai 
Barat. Perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kepala daerah dalam 
penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan hilangnya aset strategis milik 
pemerintah daerah dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Putusan Nomor 25/Pid.Sus-
TPK/2021/PT Kpg menjadi menarik untuk dikaji karena tidak hanya menilai terpenuhinya 
unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga 
memberikan gambaran mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat 
daerah yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan aset negara (Kupang, 
2021). 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pertanggungjawaban pidana dalam 
tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Andi 
Hamzah menegaskan bahwa korupsi pada hakikatnya merupakan penyalahgunaan 
kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan oleh pejabat publik dengan tujuan memperoleh 
keuntungan pribadi maupun kelompok. Sementara itu, Barda Nawawi Arief berpendapat 
bahwa kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi tidak hanya diarahkan pada 
penghukuman pelaku, tetapi juga bertujuan memberikan efek jera, memulihkan kerugian 
negara, serta memperkuat integritas sistem pemerintahan (Arief, 2018). Penelitian lain yang 
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dilakukan oleh Kurniawan menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset daerah merupakan 
salah satu bentuk korupsi yang masih relatif sedikit dikaji dibandingkan korupsi pengadaan 
barang dan jasa maupun penyalahgunaan anggaran, padahal kerugian yang ditimbulkan 
dapat berdampak jangka panjang terhadap pembangunan daerah (Saputra, 2026). 

Meskipun kajian mengenai tindak pidana korupsi telah berkembang cukup pesat, 
sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pemenuhan unsur-unsur tindak 
pidana, pembuktian, maupun efektivitas pemidanaan terhadap pelaku korupsi. Penelitian 
yang dilakukan oleh Arief menekankan pentingnya kebijakan hukum pidana dalam 
memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi melalui keseimbangan antara kepastian 
hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Arief, 2018). Penelitian lain oleh Atmasasmita 
lebih banyak mengkaji korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of 
power) yang memerlukan pendekatan hukum pidana dan tata kelola pemerintahan secara 
terpadu (Atmasasmita, 2018). Di sisi lain, beberapa penelitian dalam Journal of Financial 
Crime menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset publik merupakan salah satu bentuk 
korupsi yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang karena mengurangi kapasitas 
pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik dan memperburuk kualitas tata kelola 
pemerintahan (Pozsgai-Alvarez, 2025). 

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji 
pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan Barang Milik Daerah berupa tanah 
melalui analisis putusan pengadilan. Sebagian besar kajian masih bersifat normatif terhadap 
ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau hanya membahas 
penyalahgunaan kewenangan secara umum tanpa menghubungkannya dengan 
pertimbangan hukum hakim dalam perkara konkret. Padahal, analisis terhadap putusan 
pengadilan menjadi penting untuk mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan dalam 
praktik serta bagaimana hakim menafsirkan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau 
korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
(Indonesia, 1999). 

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap yang perlu diisi melalui penelitian 
ini. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif menganalisis hubungan antara 
pertanggungjawaban pidana pejabat daerah, penyalahgunaan aset tanah milik pemerintah 
daerah, dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PT 
Kpg. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pemenuhan unsur tindak pidana korupsi, tetapi juga 
mengevaluasi argumentasi hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa serta relevansinya terhadap tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan 
demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif 
mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan aset daerah 
yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah. 

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat pengelolaan Barang Milik Daerah 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
akuntabel. Penyalahgunaan aset daerah tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan 
negara, tetapi juga mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan 
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan 
hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aset daerah harus 
memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan efek jera bagi pejabat publik yang 
menyalahgunakan kewenangannya (Muladi, Semarang). 

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan 
metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis dilakukan terhadap Putusan 
Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap ketentuan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001, serta berbagai doktrin hukum pidana mengenai 
pertanggungjawaban pidana dan penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan ini diharapkan 
mampu memberikan gambaran mengenai konsistensi penerapan hukum oleh hakim 
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sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan pemberantasan tindak 
pidana korupsi di Indonesia (Marzuki, 2021). 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan 
Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-
TPK/2021/PT Kpg, serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana kepada terdakwa. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa penyalahgunaan 
kewenangan oleh pejabat daerah dalam pengalihan aset pemerintah daerah telah 
memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan 
Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga 
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku merupakan konsekuensi hukum yang 
diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemberantasan 
korupsi di Indonesia. 

 

II. METODE PENELITIAN 
Dalam penulisan ini penulis mengunakan metode penulisan hukum normatif yaitu cara 

penulisan yang di dasari analisis terhadap bebrapa asas hukum serta peraturan perundang 
undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan penelitian. Mungkin dengan 
manusia atau dengan gejala gejala lainya serta hanya men jelaskan keadan obyek 
masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum (Firmanto, 2024). 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute 
approach). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua 
undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 
ditangani. "Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan 
menggunakan legislasi dan regulasi Sumber data sekunder yang digunakan antara 
lain: Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan 
oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis mengunakan 
sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 
dan bahan hukum tersier. 

Adapun bahan primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini, Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 
Korupsi (Amelia, 2024). 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku teks hukum, hasil 
penelitian, artikel dalam jurnal ilmiah, prosiding seminar, tesis, disertasi, pendapat 
para ahli (doktrin), serta publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum 
pidana, tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, dan pengelolaan 
Barang Milik Daerah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber informasi 
elektronik yang berasal dari situs resmi pemerintah maupun media hukum yang 
memiliki kredibilitas akademik. 

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini 
berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, indeks 
peraturan perundang-undangan, serta berbagai referensi lain yang membantu 
peneliti memahami konsep dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian 
(Ahmad, 2024). 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-
undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur 
mengenai tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, serta pengelolaan 
aset daerah. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap 
Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg guna mengetahui penerapan norma 
hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa (Hakim, 
2025). 

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi dokumen terhadap Putusan 
Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg yang diperoleh 
melalui direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berbagai 
sumber hukum resmi lainnya. Pemilihan putusan tersebut didasarkan pada 
pertimbangan bahwa perkara tersebut berkaitan langsung dengan objek penelitian, 
yaitu pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi Barang Milik Daerah 
berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library 
research). Teknik ini dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan 
mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan 
fokus penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan 
substansi pembahasan sehingga memudahkan proses analisis terhadap 
permasalahan hukum yang diteliti (Tan, 2021). 

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis 
deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, doktrin hukum, dan pertimbangan hukum dalam putusan 
pengadilan secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah 
penelitian. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan teori 
pertanggungjawaban pidana, teori kepastian hukum, serta teori penegakan hukum 
guna menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai penerapan 
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Barang Milik 
Daerah berupa tanah (Tan, 2021). 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Barang Milik Daerah 
oleh Bupati di Tinjau dari pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 jo 
Undang Undang nomor 20 tahun 2001` Tentang Tindak Pidana Korupsi.  

Istilah pidana korupsi dua kata yang mempunyai makna tersendiri. Munculnya kata 
pidana berwal dari istilah tindak pidana yang dalam hukum belanda dikenal dengan “straf 
baar feit”. makna straf di terjemahkan dengan pidana dan hukum kata baar diterjemahkan 
dengan dapat dan boleh sedangkan kata feit tindak,peristiwa,pelanggran dan perbuatan. 

Korupsi yang diklasifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) an pasal 3 yaitu: 
(1). Secara melawan hukum; (2). Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu 
korporasi; (3). Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari tiga unsur 
diatas terdapat penjelasan mengenai penerapan pemidanaan bagi terdakwa korupsi yaitu: 

Pertama; Hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup dalam kasus korupsi di 
terapkan pada tindak pidana korupsi yang sangat berat seperti merugikan keungan negara 
yang jumlhnya sangat besar atau melibatakan penjabata negara. 

Kedua; Hukuman paling singkat 4 tahun. Hukuman penjara 4 tahun artinya terdakwa 
telah terbukti dalam tindak pidana Hukuman penjara 4 tahun artinya terdakwa telah terbukti 
dalam tindak pidana korupsi, huukuman 4 tahun salah satu obsi hukuman yang diatur dalam 
undang undang tipikor khususnya untuk tindak pidana korupsi tertentu. 
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Ketiga; Pidana paling lama 20 tahun. Pidana paling lama 20 tahun diatur dalam pasa 
12 undang undang tindak pidana korupsi , pelaku korupsi yang memperkaya diri sendiri atu 
orang lain serta korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Kemudian pertanggujawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh penjabt daerah dalam pasal 1 ayat (2) undang undang nomor 31 tahun 1999 
jo undang undang nomor 20 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi sudah jelas pada 
penjelasan diatas. Pada pasal diatas menjadi azas legalitas pemidanaan atsas tindak 
pidana korupsi. 

Kemudian, azas azas tindak pidana korupsi merupakan sebagai prinsip prinsip hukum 
yang menjadi dasar dalam penaganan tindak pidana korupsi di indonesia. Bebrapa azas 
penting dalam tindak pidana korupsi di indonesia antara lain: asas legalitas, asas praduga 
tak bersalah, asas lex specialis derogat legi generali, dan asas pembuktian terbalik.  

Dalam pasal 1 ayat (1) KUHP) yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh di 
hukum, melainkan ketentuan pidana dalam undang undang yang ada terlebih dahulu dari 
perbuatan itu.” asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap tiap peristiwa pidana 
harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang undang atau setidak tidak nya oleh 
suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. 
Setiap orang yang melakukan delik ancaman dengan pidana dan harus 
mempertanggungjawabakan secara hukum perbuatanya. 

asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada undang 
undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksaan kekusaan yang tanpa batas dari 
pemerintah. Ini dinamakan fungsi undang undang pidana. 

Asas lex specialis derogat legi generali adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa 
peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum dengan 
artian bahwa jika ada dua aturan yang mengatur hal hal yang sama maka aturan khusus 
itulah yang berlaku. 

Dalam penerpanya, jika ada tindak pidana yang diatur baik dalam KUHP yang bersifat 
umum maupun khusus maka undang undang khusus itulah yang akan di terapkan. 
 
Pemberian Sanksi Pidana Oleh Hakim Berhadap Pelaku Tindak pidana Korupsi 
Barang Milik Daerah Berupa Lahan Atau Tanah Milik Pemkab Manggarai Barat Sesuai 
Dengan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PT. Kpg.  

Menutut Wirjono Prodjodikoro, tujuan dari hukum pidana ialah memnuhi rasa keadilan 
Selanjutnya ia mengatakan tujuan hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti orang agar 
tidak melakukian kejahatan dan untuk mendidik atau memperbaiki orang yang telah 
melakukan kejahatan (Prodjodikoro, 2014). 

Dalam putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PT. Kpg terdakwa dinyatakan bersalah 
melakukan korupsi dan di jatuhi hukuman pidana sebagai upaya umtuk memberikan efek 
jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian adapun menurut 
achmad Sulchan majelis hakim harus mempertimbangkan beberapa hal dalam penentuan 
fakta hukum tindak pidana, yaitu: tempus delictie (waktu kejadian), locus delictiie (tempat 
kejadian), para pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana, dan barang bukti yang berkaitan 
dengan tindak pidana. Inilah keempat hal tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam 
pembuktian di persidangan. 

Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi 
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang undang 
membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan 
ketentuan yang mengatur alat alat bukti yang dibenarkan undang undang yang boleh 
dipergunakan hakim membuktikan keslahan yang di dakwakan. Adanaya ketentuan tersebut 
membuat persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena mena membuktikan 
kesalhan terdakwa (Harahap, 2017). Waktu kejadian perkara dalam perkara Nomor 
25/Pid.Sus-TPK/2021/PT. Kpg terjadi pada tahun 2013 pada saat itu terdakwa menjabat 
sebagai bupati manggarai barat sampai tahun 2015 menyetujui data yuridis dan data fisik 
untuk proses permohonan sertifikat hak milik (SHM) atas nama H. sukri,Supardi 
Tahiya,Mahmud Nip dan menyetujui peta bidang tanah milik pemerintahan kabupaten 
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manggarai barat kurang lebih 30 hektar di karang toro lema batu kilo, kelurahan labuan bajo, 
kecamatan komodo , kabuppaten manggarai barat. 

Dengan barang bukti bahwa tanah tersebut milik Pemerintahan Manggarai Barat, pada 
tahun 2003 terjadi pemekaran daerah tingkat II Kabupaten Manggarai menjadi Kabupaten 
Manggarai Barat kemudian pada tahun 2005 dilakukan penyerahan personil, 
pendanaan,sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari Pemerintahan Kabupaten 
Manggarai kepada kabupaten Manggarai Barat yang berdasarkan berita acra serah terima 
lampiran dokumen hasil klarifikasi (P3D) antara Pemerintahan Kabupaten Manggarai 
kepada Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat dengan Nomor: Pem. 115/30a/I/2005 
tanggal 24 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh Djidon de Han selaku penjabat Bupati 
Maggarai Barat yang disaksikan oleh Antony Bagul Dagur selaku Bupati Manggarai waktu 
itu serta Mateus Hamsi selaku ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Onge Yohanes 
selaku ketua DPRD Kabupaten Manggarai yang dalam penyerahan tersebut tercantum 
dokumen lokasi Tanah di Karang Toro Lema Batu Kilo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan 
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berupa asli surat surat pernyataan pelepasan hak 
Alsas Tanah (4 berkas) asli kwitansi panjar dan uang ganti rugi tanah sebesar                   
Rp. 10.000,000 (5 lembar). selain itu pada tanggal 30 Mei 2006 Pemerintah Kabupaten 
Manggarai Barat melalui Suwardi (staf Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat) juga 
telah menerima dari Adam Djude berupa dokumen tanah Pemerintahan Kabupaten 
Manggarai yang diserahkan oleh fungsionaris Adat Nggorang 1 (buah) dokumen 
pengukuran penatatan tanah Tk II Manggarai tanggal 26 April 1997 sebanyak 1 buah dan 
data data tanah persekutuan Adat Nggorang yang diserahkan oleh fungsionaris Adat 
Nggorang kepada TK II Manggarai sebanyak satu buah. Tanah yang telah diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah Tk. II Manggarai termasuk penunjukan pilar batas-batas tanah. 

Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Maksimus Gasa 
selaku Wakil Bupati Manggarai Barat mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat Hak 
Pakai (SHP) terhadap tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, 
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 300.988 M2 ke Kantor 
Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat namun belum ada tindak lanjut terhadap 
permohonan tersebut karena adanya klaim dari masyarakat diantaranya dari Adam Djude 
dengan cara membuat portal masuk ke lokasi tanah dimaksud sehingga proyek Kawasan 
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) salah satunya pembangunan akses jalan di 
Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten 
Manggarai Barat tidak dapat dilaksanakan. 

Sekitar tahun 2012 dan 2013, Massimiliano De Revizis (yang sering melakukan bisnis 
jual beli tanah) mencari tanah yang berlokasi dipinggiran pantai di Kabupaten Manggarai 
Barat untuk membuka usaha Resort dengan menggunakan nama grup investor PT. Navuto 
Indonesia yang sebenarnya belum ada di Indonesia. Massimiliano De Revizis bertemu 
dengan Andi Nur Cahya alias Ibu Asma (Makelar tanah) dan menyampaikan keinginan 
tersebut, lalu \ Andi Nur Cahya alias Ibu Asma menunjukan lokasi tanah milik Pemerintah 
Kabupaten Manggarai Barat di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, 
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 1 Ha, setelah 
ditunjukkan lokasi tanah tersebut, Massimiliano De Revizis setuju atas lokasi tanah tersebut 
dan kemudian menyampaikan kepada Nizardo Fabio terkait tanah yang telah ditunjukkan 
oleh Andi Nur Cahya alias Ibu Asma, kemudian Massimiliano De Revizis meminta uang 
tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Nizardo Fabio untuk 
diberikan kepada Andi Nur Cahya alias Ibu Asma. 

Untuk proses penerbitan sertipikat tanah Karanga sebagaimana yang disepakati 
dengan S, pada tahun 2012 dan 2013 Andi Nur Cahya alias Ibu Asma mengajak ENTE 
PUASA untuk membuat alas hak atas tanah untuk perorangan agar nantinya digunakan 
sebagai syarat terbitnya SHM. Menindaklanjuti ajakan Andi Nur Cahya alias Ibu Asma. 

Enete Puasa mendatangi rumah Supardi Tahiya untuk menyampaikan ada yang ingin 
membeli tanah milik Supardi Tahiya dan Suaib Tahiya (adik Supardi Tahiya) dengan harga 
Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah). Namun harus diurus dulu sertipikatnya oleh Enete 
Puasa bersama Andi Nur Cahya alias Ibu Asma, dan atas penyampaian dari Ente Puasa 
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tersebut, Supardi Tahiya menyetujuinya karena dia maupun Suaib Tahiya tidak memiliki 
alasan hak atas tanah berupa bukti pemilikan tanah dari fungsionaris adat. Selanjutnya 
Enete Puasa juga menemui H. Sukri dan menyampaikan hal yang sama yaitu ada yang 
ingin membeli tanahnya dengan harga sebesar Rp.1.275.000.000,- (satu miliar dua ratus 
tujuh puluh lima juta rupiah). 

Namun demikian, sertipikatnya harus diurus dulu oleh Eente Puasa dan Andi Nur 
Cahya alias Ibu Asma atau atas penyampaian tersebut H. Sukri menyetujuinya karena H. 
Sukri memang tidak memiliki alas hak tanah berupa bukti pemilikan tanah dari fungsionaris 
adat. pada tahun 2013, Enete Pyang ditemani oleh Daering Koro meminta Antonius Hani 
(Pensiunan Polri) membuat surat alas hak pemilikan tanah di Karanga untuk Supardi Tahiya 
dan Suaib Tahiya serta sepuluh orang lainnya yaitu Enete Puasa, Syarifudin, Syamsusdin, 
Bhording, Muhayang dan Rofu. dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh 
juta rupiah), yang seolah-olah alas hak tersebut berasal dari Haji Isaka dan Haku Mustafa 
(fungsionaris Adat Nggorang) yang dibagikan melalui Kamnis Hamnu di tahun 1993, 
padahal tanah yang dibagikan melalui Kamnis Hamnu untuk Supardi Tahiya dan Suaib 
bukanlah tanah di Karanga/Torro Lemma Batu Kallo, melainkan di daerah Wae Cicu 
sebagaimana yang tercantum dalam daftar nama-nama penerima. Menurut Herbaat bahwa 
adanaya kejahatan itu menimbulkan rasa tidak puas pada orang lain, maka untuk 
menghilangkan perasan tidak puasharus diberikan hukuman kepada orang yanmg 
menimbulakan perasaan tidak itu sehingga masyarakat dapat merasa puas. Kepuasan 
masyarakat tidak hanya seberapa lama ia menjalani hukuman tetapi supaya tidak 
mengulangi perbuatan yang serupa tersebut. 

Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah 
pertanggungjawababn seseorang terhadap sutu tindak pidana yang dilakukannay. Sehingga 
seseorang tidak boleh dihukum atas apa yang di lakukannya namun harus seuai dengan 
alat bukti yang di hadirkan ke persidanagan (Huda, 2015). 

 
IV.  KESIMPULAN 

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atas barang milik 
daerah berupa lahan atau tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah 
didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun unsur-unsur tindak pidana korupsi 
sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut terbukti terpenuhi berdasarkan fakta dan alat 
bukti yang terungkap di persidangan, penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa belum 
mencerminkan optimalisasi ancaman pidana yang tersedia dalam undang-undang, yang 
pada prinsipnya memungkinkan dijatuhkannya pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling lama 20 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap 
tindak pidana korupsi masih perlu diperkuat agar mampu memberikan efek jera, 
mewujudkan rasa keadilan, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi, khususnya di 
daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan seperti Provinsi Nusa 
Tenggara Timur. 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding yang 
diajukan oleh terdakwa beserta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk 
diperiksa sebagai bagian dari proses peradilan. Namun, setelah mempertimbangkan seluruh 
fakta hukum, alat bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
majelis hakim memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada tingkat pertama. Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 
i juncto Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 2 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 64 
KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta 
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Dengan demikian, putusan 
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banding menegaskan bahwa pertimbangan hukum dan penerapan norma oleh pengadilan 
tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
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